
· 1. Undang-Undang Nomor ·14 Tahun 1950 tentang Pembentuk.an 

Oaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 • 
Tambahan Lembaran Negara Rep.tilik Indonesia Nomor 5494); 

Mengingat 

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana d1maksud pada 
huruf a, maka Pembentukan Una Pelaksana Teknis Oinas 

Pengelolaar, Gelanggang Olahraga v,•~-wa Mukti pada Dinas 

Pariwisata, Bucay:1, Pemuda Dan Olahraga tersebut, per1u 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

a banwa oengan te:ah d~etapkannya Peraturan Oaerah Kabupeten 

Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Org.1nis:rtsi Pen,ng:k.at 

Daerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya meogatur 

kelembagaan Dinas Pariwisata. Budaya, Pemuda Dan Olahraga, 

maka lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional 

sebaqian tugas dinas dimaksud perlu dibe<ltuk Unit Pelaksana 

Teknis Oinas Pengelotaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti 

Kabupaten Bekasi; 

Menimbang 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA WIBAWA MUKTI PADA DINAS 
PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN BEKASI 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

NOMOR 13 Tahun 2015 

PERATIJRAN BUPATI BEKASI 



Dalam Peraturan mi yang dimaksud dangan ; 

1. Daerall adalah Kabupater. Bekas1; 

2. Pemerinlah Daerah adalah Perr.ennrah Kabupaten 8ekasi; 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DlNAS 

PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA Wl8AWA MUKTI 

PAOA OINAS PARiWlSATA, BUOAYA. PEMUOA DAN 

OLAHRAGA KASUPATEN BEKASI 

Menelapkan 

MEMUTUSKAN 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Organisasi Perangi<a: Daerah Kabupaten Bekasi 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun zog Ncmor 8). 

7. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 T.:ahc.Jn 2oos 

tentar.g Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekas, 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

4. Peratoran Pemertntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah, Pemertntahan Daerah 
Provins, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Peme<intah Nomor 41 Tallun 2007 te!ltang Organisasi 

Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor4741); 

6. Menteri Oalam Negeri Nomor57 Tahun 2007 1entang Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah: 

3 un<:121"9-Unoa:ig Nomor 23 Tahun 2014 ternang Pemerintallan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Namer 5587), 



(1) Unij Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga W:bawa Mukti 

pada Dinas Pariwisata. Budaya, Pemuda Dan Olahraga yang selanjutnya dalam 

Peratvran mi disebut UPTO Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti 

merupakan unit petaxsana tekms Oinas Pariwlsata, Budaya, Pemuda Dan 

Olahraga yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan keg•atan 

teknls penunjang di bidang Pengelclaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

PasJl3 

Dengan Peraturan Bupati rni dibentuk Unit Pela'<sana re:· ·:s Dinas Pengelo!aan 

Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti pada Dinas Paliwisata, Budaya, Pemuda Oar. 
Olahraga Kabupaten Bekas, 

BAB II 

PEMBENTUKAN 
Pasal2 

3 Bupab ada·a~ 8upa!. Be1<.as, 

~ Dmas adalah O,nas Patiwlsata Budaya, Pemuda Dan Olahraga Kabupa'.en Bekasi; 

5 Kepala Dir.as adalah Kepala Dinas Pariwisata, Budaya. Pemucla Dan Olahraga 

Kabupaten Bekasi: 
~ unit Pelaxsana Teknis Oinas ada1ah Unit Pelaksana Teknis Oinas Penge4otaan 

Ge!anggang Olahraga Wibawa Muk!i pada Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda Dan 

Olahraga Kahupaten Bekasi; 
7 Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti adalah Kepala 

UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti pada Dinas Pariwisata, 

Budaya, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bekasi; 

6 Keiompok Jaoatan Fungsiona: acalah kelompok Pegawai Negeri Sip~ yang diberi 

rugas. wewenang dan h"k serara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan keg,atan sesua, dengan keahliar. dan keterampilannya dalam .. paya 

mendukung ketancaran tugas pokok organisasi. 

11 Keg,atan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang 

seeara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 

10 Kegiatan teknis penunjang adalah t•Jgas untuk melaksanakan kegiatan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 



Pimpinan adalah Kepala UPTO Pengelolaan Gelanggang Olahraga V-.~bawa Mukti; a. 

Organisasi UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti terdiri dan unsur 
unsur: 

BAB IV 
ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Unsur-unsur Organisasi 
Pasal 6 

Untuk menyelenggarakan tugas poko~ sebagaimana dimaksud pada Pasar 4. UPTO 

Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti mempunyai fungsi : 

a Penyiapan bahan perumusan kebijakan 1ekrns dibidang Pengelolaan Gelanggang 

Olahraga Wibawa Mukti sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Penyetenggaraan sebagian keg,atan teknos ocerastonat dan/alau teknos penunjang 

Dinas dibidang Penge!olaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukb sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. Pembrnaan dan pelaksanaan 1ugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

d. Pelaksanaan rugas lain yang diberikan o!eh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Ke1iga 

Fungso 

Pasar5 

UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti mempunyai tugas pokok 

me!aksanakan dan mengembangkan sebagiar: kegiatan teknis operasior.al dan.tatau 

, .. ,nis penunjang dibidang Perigelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Muk1i 

berdasarxan kebijakan BupatJ Bekas, yang menJadi kewe ..... -jan Ctn.as Pariwisata, 

Budaya, Pemuda Dan O!ahraga Kabupaten Bekasi. 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok 

Pasal 4 

(2 UPTO Pengel<llaar. Getanggang Olahraga Wibawa Mukti drpirrpin oteh seorang 

kepala UPTD PengelOlaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti yang 

berkedudukan di bawah d:!n bertangguog jawab kepada Kepala o,n..is ~h . .11 

Sekretaris Oinas. 



- (2) Uraian Tugas Kepala UPTO Penyelolaan Gelanggang OlahragaW:bawa Mukti: 

a. mengkoordinasikan penyusunan program keqa dan rencana keg,atan UPTO 

Pengetolaan Gelanggang OlahragaWibawa Mukti; 
b. memberi peiunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c membagi tugas kepada bawahan: 

d. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ; 

e. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja ba .. ,iahan; 

f. mengkoordinasikan penyusunan usutan anggaran UPTO; 

g. membuat pedoman dan petunJuk teknis dan administras, sesuai dengan 

rencana kegiatan UPTD Pengelolaan Gelanggang Ola~:'.lgaWibawa Mukti: 

'1\ Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa Mukti mempunyai 

tugas pckok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD sebaga1mana 

tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal S Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Uraian Tugas Unsur Organisasi 
Paragraf 1 

Kepala UPTD 

Pasal8 

1 0<3anisasi UPTO terdin dari 

a. Kepala UPTO: 

b Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 

c ?efaksana Teknis 
d Kelompok Jabatan Fungsional 

2 Bagan Struk!ur Organisasi UPTO Pengelolaan Gelanggang Olahraga Wibawa 

Mukti sebagaimana tercar.Jum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

lldak terpisahkan dari Peraluran Bupati ini, 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal7 

P=na Aam,nistrasr ada ah Suh Bagia Tata Usaha: 

"elal<sana T ekn,s 

Ke,ompok Jabatan Fungsional 



d. 

c. 

b 

pengelolaan surat menyurat can kearsipan; 

pengelolaan admin;s1rasi keuangan; 

pengelolaao administras, perler.gkapan dan kerumahtanggaan; 

pengelolaan admir.,strasi kepegawaian; 

a. 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penge:ot.aan 

surat menyurat. urusan Keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelotaan 

administrasi kepegawa,an. penyusunan rencana dan program k!!~!l ~rt, 
peiaooran. 

(2) Dalam melaksanakan ~Jgas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub 

Bagian Tata Usaha mempunyai rungsi: 

Paragraf 2 

Sub Bagian Tata Usaha 

PasaJ9 

menginlegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan Pengelolaan Gelanggang 

OlahragaWibawa Mukti; 

m melakukan pembinaan kegi.;itan ketatausahaan di lingkungan UPTD; 

n mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional; 

o. Mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesual dengan kebutuhan; 

p. merumuskan permasalahan dan upaya pemecaha.nnya: 

q. melaksanakan koordinasi dengan lnstansi terkait sesuai dengan wilayah 

kerjanya; 

r, melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait; 

s. membuat laporan nasil pelaksanaan tugas; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai cengan petur.juk atasan. 

n :nela<Sana,an pembinaan oceras-ooat Pengetolaan Gelanggang Of.oh1aga 

W,oav,a MuktJ sesusi dengan rencana kegtatan: 

M.elaksanakan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan pmsaran.a dengan 
"da< menibah 1<.onstru'<.s1 banqunan di lingkup Gelanggang OlahragaWibawa 

MuktJ 
J melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana Gelanggang 

Oiahraga Wibawa Mukb. 

< membenkan petavanan mformasi kegiatan Gelanggang Olahrag Wibawa 

Mukti: 



u. 

t. 

menyusun can menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat 

yang sudall ditentukan sesuai dengan jenis dan sitatnya: 

menyiapkan berkas usulan ke-.aikan pangkat, cuti, gin I tugos belajar. gaji 

berkata dan pensiun; 

menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPTO 

yang akan mengaJukan usutan kenaikan pangkat cua, ijin I tugas belajar, gaji 
berkala dan pensiur,· 

membuat taporan absensi harian, mingguan dan bulanan; 

s. 

. 
p. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi: 

q, memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudall ddanda 

tangani sesuai alarnat surat; 

e penyusunan reoeana can program ke~a serta pe!apo,an. 

f pelal<sanaan n,gas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTO. 

J Tata Usaha oa a-m menyeienggarakan tugas pokok dan fungsj sebagaimana 
o,maksud pada ayat (1) dan ayat (2). mempunyai uraian tug as set>agai bel\kut : 

a rnenyusun usulan rencana anggaran UPTO: 

b mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undaogan d1bidang 

tugasnya; 
c mcmpetajari pedoman dan petunjuk teknis serta adminiStrasi dibidang 

perencanaan, keuangan. kepegawai.an, urusan umum:dan sarana. 

d melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya; 

e. mengelola surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTD; 

f menyusun konsep adrninistrasi can pelaksanaan pembinaan kepegaw~ian; 

g. menyusun bahan !aporan pelaksanaan proqram dan kegiatan UPTD: 

h melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD; 

t. memehhara serta mendayagunakan sarana dan pr~·--ana; 

rneJaksanakan pengumpulan,. pengo~,han data dan kearsipan; 

,: rnelaksana.kan administrasi barang inventaris: 

mengis, lembar kart•J surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan 

sebagai bahan pertimbangan; 

m memberi nomor menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan 

kebut•Jhan dan keteotuan: 

n. mengis, lembar kartu surat k~luar dan mencatatnya pada agenda surat 

keluar; 

o. menyiapkan tanda tetims> surat atau barang cetakan yang axan d1kirim; 



(11 Kepala UPTO ber:ar.gguns jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Oinas. 

(2) Kepaia UPTD mer.dapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang 
sesuai dengan bidang tugasnya 

Pasal 12 

Para_graf 2 

Hubungan Kerja 

dan sinkronisasi, 
(3) Kepala UPTD wajib mer.gkoordir.asikan, memberikan bimbingan dan petunjul< 

pelaksanaan tugas se,ta pengendal!an kepada para pe!aksana. 

(1) Hai-hal yang menjadi togas Po)\ok dan fungsi UPTD m:·~pakan satu xesaman 

yang tidak dapat dipisahkan. 

(2i Oalam metassanakan tugasnya Kepala UPTO. Kepala Sub Bagian Tata Usana, 

dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
• 

BAB V 

TATA KERJA 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 11 

11 Kelompok Jabatan Fungsional tetdiri atas Jabatan Fungsional yang diatur 

bercasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12) Jenis dan jenjang jabatan luogsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), d1atur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Jumlah pelaksana jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disesuaikan dengan kebutuhan dan beban ke~a. 

Paragraf 3 
KelomPok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

v ~ !apo>'a,, •euangan dankeg,atan UPTD; 

w melaoeid<an ha,S~ pelaksar,aan tugas l<epada atasan; 

x melaksana'k-ar.-tugas ktadinasan lainnya sesuai perintah ata:s.an. 



Pembiayaan UPTD bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa Oaerah 

Kabupaten Bekasi. 

BAB Vll 
PEMBIAYAAN 

Pasal 16 

(1) Kepala UPTO dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentkan 

oleh Bupati sesua1 dengan persturan perundang-undangan yang berlai<u. 

(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pernbinaan pegawai sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berfaku. 

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasar1<an perateran 
perundang-undangan yang berlaktL 

BABVl 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

(1) Da!am hal Kepala UPTO berhalangan, Kepala UPTO dapat menunjuk Kepala Sub 
Sagian Tata Usaha. 

12) Dalam hat Kepala Sub Bagian Tata Usaha bethalangan. ma!<a Kepala UPTD 

dapat diwakili ofeh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya. 

Paragraf 4 
Hal Mewakili 

Pasal 14 

1, Kepala UPTD wajib momberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoii dan 

fungsinya kepaca Kepala D,nas. 
'2) Dalam penyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 

disampaikan kepada satuan ke~a perangkal daerah lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan ketja. 
(31 Pengatu,an mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaia:mya berpedoman 

kepada ketentuan peraturan yang bertaku. 

Pasal 13 

Paragraf 3 

Pelaporan 



i-: 
if'!. M~OOIN 

SERITA OAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 13 

PATtN BEKASI ...{ ,.....- ERA! , A SEKRETARIS 

-!il«Jndangkan di Cikar~ng Pusat 
pada klnggal 12 Maret 2015 

ltd 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 12 Maret 2015 

Agar senap orang mengetahu;nya. memerintahkan per,gundangan Perat~ran ini dengan 

penempatannva dalam Serita 03erah Kabupaten Bekasi. 

"eraturan ini mulai berlaku sejak tanggal d1undangkan. 

Pasal 19 

Dengao berlakunya Peraturan ini seqata ketentuan yang mengarur hal )'3ng sama dan 

stau bertentangan dengan Peraturan ,ni d1nyatakan tidak berlai<u lagi. 

Pasal 18 

tia!r,hal yang oelum cukup dratur dalam Paraturan ini sepanjang mengenai texrus 

pelal<sanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala 0.nas. 

BAB VIII 

KETEITTUAN 1.AIN DAN PENUTUP 

Pasal 17 


